
     

 

 

WALI KOTA PEKALONGAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN 
          NOMOR  43  TAHUN  2024 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN 
NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 

2021-2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALI KOTA PEKALONGAN, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) 
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, bahwa penambahan kegiatan 
baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan 
perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam 
Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan 

penyusunan Renja Perangkat Daerah; 

b. bahwa dalam rangka mengakomodir kebijakan 
Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi Jawa Tengah 
diperlukan penambahan kegiatan baru dalam 
Renstra Perangkat Daerah yang dituangkan dalam 
Peraturan Wali Kota; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Pekalongan, diperlukan 
penyesuaian pembagian kewenangan urusan dan 
nomenklatur Perangkat Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota 
Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan 
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026; 

SALINAN 



Mengingat 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil 
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2022 Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 
3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 9); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
65); 

10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 
Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19); 

11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9); 

12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan 
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13); 

13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 
Nomor 8); 

 

 



Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

3. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 
2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 
2021-2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2021 Nomor 53) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir kalinya dengan Peraturan 
Wali Kota Pekalongan Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali 
Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang 
Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 
(Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 
Nomor 84); 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 
KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN 
NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021-2026. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2021 Nomor 53) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir kalinya dengan 
Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022, Nomor 84) diubah menjadi sebagai 
berikut: 

1. Lampiran Bab IV Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada 

Renstra masing-masing PD diubah, sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini. 



2. Lampiran Bab VI Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan 

Tahun 2021-2026 pada Renstra masing-masing PD diubah, sehingga 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal II 

1. Semua ketentuan mengenai PD yang mengalami perubahan 

nomenklatur sebelum peraturan Wali Kota ini berlaku dibaca dan 

dimaknai sebagai PD sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan Wali Kota ini. 

2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Pekalongan. 

 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 2 Desember 2024 

 

WALI KOTA PEKALONGAN, 
 

TTD 
      STEMPEL 

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID 

 

Diundangkan di Pekalongan 

pada tanggal 2 Desember 2024 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN 

 

                       TTD 

STEMPEL 

 NUR PRIYANTOMO 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN 

 

 

 

   ADAM MUHAMAD, S.H. 

         Pembina/ IV (a) 

NIP. 19790407 200902 1 004 

  

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 44



 LAMPIRAN I 
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN 

NOMOR    43   TAHUN 2024 
TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN 

WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 57 

TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN 

TAHUN 2024 
 

 

 

 
TABEL TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PADA  

RENSTRA OPD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 

TAHUN 2024 

 

 

 

WALI KOTA PEKALONGAN, 
TTD 

      STEMPEL 
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID 

 
 
 
  



 LAMPIRAN II 
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN 
NOMOR    43   TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN WALI KOTA 
PEKALONGAN NOMOR 57 TAHUN 
2023 TENTANG RENCANA KERJA 
PERANGKAT DAERAH KOTA 
PEKALONGAN TAHUN 2024 
 

 

 
 
 

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN  
TAHUN 2021-2026 PADA RENSTRA OPD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 

TAHUN 2024 

 

 

 

WALI KOTA PEKALONGAN, 
TTD 

      STEMPEL 
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID 

 
 
 



Lampiran 1: Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TUJUAN DAN SASARAN SATUAN

KONDISI
AWAL
(2021)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA
PENDANAAN KONDISI

AKHIR FORMULASITAHUN-1
(2022)

TAHUN-2
(2023)

TAHUN-3
(2024)

TAHUN-4
(2025)

TAHUN-5
(2026)

1. Meningkatkan
Kualitas Layanan
Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 83,38 83,63 83,88 95,45 95,55 95,65 95,65 IKM tahun N (data dari bagian
organisasi)

1.1. Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah

Nilai SAKIP OPD Indeks 80,50 82,00 83,50 83,35 83,45 83,55 83,55 Nilai SAKIP Tahun N (Sumber
Inspektorat)

1.2. Meningkatnya
Swadaya
Masyarakat dalam
Pembangunan
Berbasis
Masyarakat

Persentase swadaya
masyarakat dalam
pembangunan berbasis
masyarakat

Persen 7,61 8,08 8,55 9,02 9,49 10,00 10,00 (Anggaran swadaya yang
dikeluarkan oleh masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan sarana
prasarana kelurahan dibagi Dana
kelurahan (APBD) yang digunakan
untuk pelaksanaan kegiatan sarana
prasarana kelurahan ) x 100

2. Optimalisasi
Pengarusutamaan
Gender

Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)

indeks 58,43 58,78 59,14 65,31 65,31 65,31 65,31 Release dari BPS

2.1. Meningkatnya
Sumbangan
Pendapatan
Perempuan

Indeks sumbangan
pendapatan perempuan
dalam IDG

Indeks 28,50 28,51 28,51 28,56 28,56 28,56 28,56 Persentase sumbangan pendapatan
perempuan pada tahun n (hasil rilis
BPS)

3. Optimalisasi
Pengarusutamaan
Hak Anak

Kategori Kota Layak Anak Kategori Madya Madya Madya Nindya Nindya Nindya Nindya Kategori penghargaan hasil evaluasi
Kab/Kota Layak Anak pada tahun n
yang diberikan oleh Kementrian
PPPA

3.1. Meningkatnya
Skor Kota Layak
anak

Skor Kota Layak Anak Skor 626,00 628,00 630,00 769,8 769,9 769,9 769,9 Skor KLA hasil evaluasi Kemen
PPPA RI



Lampiran 2: Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Pada Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Meningkatkan
Kualitas Layanan
Publik

Indeks Kepuasan
Masyarakat

Indeks 83,38 83,63 83,88 95,45 95,55 95,65 95,65 IKM tahun N (data dari
bagian organisasi)

1.1.
Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Perangkat
Daerah

Nilai SAKIP OPD Indeks 80,50 82,00 83,50 83,35 83,45 83,55 83,55 Nilai SAKIP Tahun N
(Sumber Inspektorat)

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan
laporan capaian kinerja

Persen 100 100 Rp
2.136.431.000

100 Rp
2.704.282.000

100 Rp
2.609.303.000

100 Rp
2.578.829.000

100 Rp
2.843.093.000

100 Rp
12.871.938.000

Persentase capaian
kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah +
Persentase capaian
kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah dibagi 2

X.XX.01.2.01
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Persentase ketercapaian
perencanaan,
penganggaran, dan
evaluasi kinerja
perangkat daerah

Persen 100 100 Rp
18.322.000

100 Rp
19.035.000

100 Rp
15.762.000

100 Rp
20.762.000

100 Rp
19.686.000

100 Rp 93.567.000 Persentase capaian sub
kegiatan penyusunan
dokumen perencanaan
perangkat daerah +
Persentase capaian sub
keg. Koordinasi
Penyusunan Dokumen
RKA - SKPD +
Persentase capaian sub
keg. Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah dibagi
3

X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Rp 3.322.000 Rp 4.035.000 Rp 2.204.000 Rp 7.204.000 Rp 4.186.000 Rp 20.951.000

Jumlah dokumen renja
dan perubahan renja
yang disusun

Dokumen 2 2 Rp 3.322.000 2 Rp 4.035.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 7.357.000

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Dokumen 0 0 Rp 0 0 Rp 0 2 Rp 2.204.000 3 Rp 7.204.000 2 Rp 4.186.000 2 Rp 13.594.000

X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.558.000 Rp 1.558.000 Rp 1.500.000 Rp 7.616.000

Jumlah dokumen RKA
dan perubahan RKA
yang disusun

Dokumen 2 2 Rp 1.500.000 2 Rp 1.500.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 3.000.000

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM
(OUTCOME),

KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN
KONDISI

AWAL
(2021)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

FORMULASITAHUN-1
(2022)

TAHUN-2
(2023)

TAHUN-3
(2024)

TAHUN-4
(2025)

TAHUN-5
(2026) KONDISI AKHIR

TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.



Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Dokumen 0 0 Rp 0 0 Rp 0 2 Rp 1.558.000 2 Rp 1.558.000 2 Rp 1.500.000 2 Rp 4.616.000

X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Rp
13.500.000

Rp
13.500.000

Rp
12.000.000

Rp
12.000.000

Rp
14.000.000

Rp 65.000.000

Jumlah dokumen
evaluasi renja yang
disusun

Dokumen 4 4 Rp 2.000.000 4 Rp 2.000.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 4.000.000

Jumlah dokumen SAKIP
yang disusun
(penetapan dan
perubahan)

Dokumen 2 2 Rp 1.550.000 2 Rp 1.550.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 3.100.000

Jumlah bulan
Monitoring dan Evaluasi
Perangkat Daerah

Dokumen 12 12 Rp 5.000.000 12 Rp 5.000.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 10.000.000

Jumlah dokumen SPIP
(1 dok Rencana Tindak
Pengawasan (RTP), 4
laporan pemantauan
RTP) yang disusun

Dokumen 5 5 Rp 4.950.000 5 Rp 4.950.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 9.900.000

Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Laporan 0 0 Rp 0 0 Rp 0 15 Rp
12.000.000

15 Rp
12.000.000

15 Rp
14.000.000

15 Rp 38.000.000

X.XX.01.2.02
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian
administrasi keuangan
perangkat daerah

Persen 100 100 Rp
2.118.109.000

100 Rp
2.685.247.000

100 Rp
2.593.541.000

100 Rp
2.558.067.000

100 Rp
2.823.407.000

100 Rp
12.778.371.000

Persentase capaian sub
keg. penyediaan gaji dan
tunjangan ASN +
Persentase capaian sub
keg. Pelaksanaan
penatausahaan dan
pengujian/verifikasi
keuangan SKPD +
Persentase capaian sub
keg Koordinasi dan
penyusunan Lap.
Keuangan akhir tahun
SKPD dibagi 3

X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Rp
2.069.959.000

Rp
2.637.097.000

Rp
2.552.347.000

Rp
2.517.093.000

Rp
2.775.257.000

Rp
12.551.753.000

Jumlah bulan
penyediaan gaji dan
tunjangan ASN

Bulan 12 12 Rp
2.069.959.000

12 Rp
2.637.097.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
4.707.056.000

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Orang/bulan 0 0 Rp 0 0 Rp 0 19 Rp
2.552.347.000

20 Rp
2.517.093.000

20 Rp
2.775.257.000

20 Rp
7.844.697.000

X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Rp
46.500.000

Rp
46.500.000

Rp
39.750.000

Rp
39.530.000

Rp
46.500.000

Rp
218.780.000

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM
(OUTCOME),

KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN
KONDISI

AWAL
(2021)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

FORMULASITAHUN-1
(2022)

TAHUN-2
(2023)

TAHUN-3
(2024)

TAHUN-4
(2025)

TAHUN-5
(2026) KONDISI AKHIR

TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.



Jumlah bulan
penyediaan jasa
administrasi keuangan

Bulan 12 12 Rp
46.500.000

12 Rp
46.500.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 93.000.000

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Dokumen 0 0 Rp 0 0 Rp 0 12 Rp
39.750.000

12 Rp
39.530.000

12 Rp
46.500.000

12 Rp
125.780.000

X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Rp 1.650.000 Rp 1.650.000 Rp 1.444.000 Rp 1.444.000 Rp 1.650.000 Rp 7.838.000

Jumlah Laporan
Keuangan SKPD yang
disusun

Dokumen 1 1 Rp 1.650.000 1 Rp 1.650.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 3.300.000

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Laporan 0 0 Rp 0 0 Rp 0 1 Rp 1.444.000 1 Rp 1.444.000 1 Rp 1.650.000 1 Rp 4.538.000

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan
layanan administrasi
kepegawaian,
administrasi umum dan
jasa penunjang urusan
pemerintah daerah

Persen 100 100 Rp
392.937.000

100 Rp
385.231.000

100 Rp
526.117.000

100 Rp
466.174.000

100 Rp
391.815.000

100 Rp
2.162.274.000

Persentase capaian
kegiatan Adminitrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah + Persentase
capaian kegiatan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah +
Persentase capaian
kegiatan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
dibagi 3

X.XX.01.2.05
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian
administrasi
kepegawaian perangkat
daerah

Persen 100 100 Rp 9.946.000 100 Rp 8.821.000 100 Rp 5.000.000 100 Rp 3.650.000 100 Rp 8.639.000 100 Rp 36.056.000 Persentase capaian sub
kegiatan pengadaan
pakaian dinas beserta
atribut dan
kelengkapannya

X.XX.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapannya

Rp 9.946.000 Rp 8.821.000 Rp 5.000.000 Rp 3.650.000 Rp 8.639.000 Rp 36.056.000

Jumlah keikutsertaan
dalam event tingkat kota

Kali 2 2 Rp 9.946.000 2 Rp 8.821.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 18.767.000

Jumlah Paket Pakaian
Dinas beserta Atribut
Kelengkapan

Paket 0 0 Rp 0 0 Rp 0 1 Rp 5.000.000 1 Rp 3.650.000 1 Rp 8.639.000 1 Rp 17.289.000

X.XX.01.2.06
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian
administrasi umum
perangkat daerah

Persen 100 100 Rp
230.134.000

100 Rp
202.405.000

100 Rp
252.169.000

100 Rp
192.256.000

100 Rp
198.220.000

100 Rp
1.075.184.000

Persetase capaian sub
keg. Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor +
persentase capaian sub
keg. penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor +

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM
(OUTCOME),

KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN
KONDISI

AWAL
(2021)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

FORMULASITAHUN-1
(2022)

TAHUN-2
(2023)

TAHUN-3
(2024)

TAHUN-4
(2025)

TAHUN-5
(2026) KONDISI AKHIR

TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.



persentase capaian sub
keg. Penyediaan
peralatan rumah tangga
+ Persentase capaian
sub keg. penyediaan
bahan logistik kantor +
Persentase capaian sub
keg. Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan +
Persentase capaian sub
keg. Penyediaan Bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan +
Persentase capaian sub
keg. Penyelenggaraan
Rakor dan Konsultasi
SKPD dibagi 7

X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Rp 1.250.000 Rp 1.250.000 Rp 1.730.000 Rp 1.710.000 Rp 750.000 Rp 6.690.000

Jumlah bulan
penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

Bulan 12 12 Rp 1.250.000 12 Rp 1.250.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 2.500.000

Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

Paket 0 0 Rp 0 0 Rp 0 4 Rp 1.730.000 4 Rp 1.710.000 4 Rp 750.000 4 Rp 4.190.000

X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Rp
43.824.000

Rp
27.345.000

Rp
73.723.000

Rp
44.952.000

Rp
26.720.000

Rp
216.564.000

Jumlah bulan
penyediaan alat tulis
kantor dan benda pos

Bulan 12 12 Rp
16.721.000

12 Rp
16.721.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 33.442.000

Jumlah peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor yang diadakan

Unit 4 18 Rp
27.103.000

10 Rp
10.624.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 37.727.000

Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan

Paket 0 0 Rp 0 0 Rp 0 4 Rp
73.723.000

4 Rp
44.952.000

4 Rp
26.720.000

4 Rp
145.395.000

X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Rp 2.500.000 Rp 1.250.000 Rp 2.800.000 Rp 2.050.000 Rp 750.000 Rp 9.350.000

Jumlah bulan
penyediaan peralatan
rumah tangga

Bulan 12 12 Rp 2.500.000 12 Rp 1.250.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 3.750.000

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan

Paket 0 0 Rp 0 0 Rp 0 4 Rp 2.800.000 4 Rp 2.050.000 4 Rp 750.000 4 Rp 5.600.000

X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Rp
24.060.000

Rp
24.060.000

Rp
30.636.000

Rp
38.244.000

Rp
22.500.000

Rp
139.500.000

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM
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KEGIATAN DAN SUB
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Jumlah bulan
penyediaan makanan
dan minuman

Bulan 11 11 Rp
24.060.000

11 Rp
24.060.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 48.120.000

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

Paket 0 0 Rp 0 0 Rp 0 4 Rp
30.636.000

4 Rp
38.244.000

4 Rp
22.500.000

4 Rp 91.380.000

X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 Rp 4.380.000 Rp 5.000.000 Rp 27.380.000

Jumlah bulan
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

Bulan 12 12 Rp 6.000.000 12 Rp 6.000.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 12.000.000

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan

Paket 0 0 Rp 0 0 Rp 0 2 Rp 6.000.000 13 Rp 4.380.000 13 Rp 5.000.000 13 Rp 15.380.000

X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 2.530.000 Rp 2.500.000 Rp 12.530.000

Jumlah bulan
penyediaan surat
kabar/majalah dan
peraturan perundang-
undangan

Bulan 12 12 Rp 2.500.000 12 Rp 2.500.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 5.000.000

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan yang
Disediakan

Dokumen 0 0 Rp 0 0 Rp 0 2 Rp 2.500.000 2 Rp 2.530.000 2 Rp 2.500.000 2 Rp 7.530.000

X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Rp
150.000.000

Rp
140.000.000

Rp
134.780.000

Rp
98.390.000

Rp
140.000.000

Rp
663.170.000

Jumlah fasilitasi rapat
konsultasi dan
koordinasi luar daerah

Orang/Kali 157 157 Rp
150.000.000

157 Rp
140.000.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
290.000.000

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Laporan 0 0 Rp 0 0 Rp 0 150 Rp
134.780.000

150 Rp
98.390.000

150 Rp
140.000.000

150 Rp
373.170.000

X.XX.01.2.08
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persen 100 100 Rp
152.857.000

100 Rp
174.005.000

100 Rp
268.948.000

100 Rp
270.268.000

100 Rp
184.956.000

100 Rp
1.051.034.000

Persentase capaian sub
keg. Penyediaan jasa
surat menyurat +
Persentase capaian sub
keg. Penyediaan jasa
komunikasi, Sumber
daya air dan listrik +
Persentase capaian sub
keg. Penyediaan jasa
pelayanan umum kantor
dibagi 3
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X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Rp 2.400.000 Rp 2.400.000 Rp 2.400.000 Rp 2.520.000 Rp 2.400.000 Rp 12.120.000

Jumlah bulan
penyediaan jasa surat
menyurat

Bulan 12 12 Rp 2.400.000 12 Rp 2.400.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 4.800.000

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Laporan 0 0 Rp 0 0 Rp 0 4 Rp 2.400.000 4 Rp 2.520.000 4 Rp 2.400.000 4 Rp 7.320.000

X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Rp
63.000.000

Rp
67.905.000

Rp
106.200.000

Rp
107.400.000

Rp
78.856.000

Rp
423.361.000

Jumlah bulan
penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik

Bulan 12 12 Rp
63.000.000

12 Rp
67.905.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
130.905.000

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

Laporan 0 0 Rp 0 0 Rp 0 12 Rp
106.200.000

12 Rp
107.400.000

12 Rp
78.856.000

12 Rp
292.456.000

X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Rp
87.457.000

Rp
103.700.000

Rp
160.348.000

Rp
160.348.000

Rp
103.700.000

Rp
615.553.000

Jumlah bulan
penyediaan jasa
kebersihan dan
peralatan kebersihan
kantor

Bulan 12 12 Rp
87.457.000

12 Rp
103.700.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
191.157.000

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

Laporan 0 0 Rp 0 0 Rp 0 12 Rp
160.348.000

12 Rp
160.348.000

12 Rp
103.700.000

12 Rp
424.396.000

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase
pengadaan/pemeliharaan
barang milik daerah

Persen 100 100 Rp
199.500.000

100 Rp
2.503.114.000

100 Rp
136.000.000

100 Rp
621.750.000

100 Rp
178.046.000

100 Rp
3.638.410.000

Persentase capaian
kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah +
Persentase capaian
kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
dibagi 2

X.XX.01.2.07
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

persen 0 0 Rp 0 100 Rp
2.321.309.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 100 Rp
2.321.309.000

jumlah gedung yang
dibangun / jumlah
gedung yang
direncanakan untuk
dibangun x 100%

X.XX.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Rp 0 Rp
2.321.309.000

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp
2.321.309.000

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN
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Jumlah gedung kantor
yang dibangun

unit 0 0 Rp 0 1 Rp
2.321.309.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
2.321.309.000

X.XX.01.2.09
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Persen 100 100 Rp
199.500.000

100 Rp
181.805.000

100 Rp
136.000.000

100 Rp
621.750.000

100 Rp
178.046.000

100 Rp
1.317.101.000

Persentase capaian sub
keg. Penyediaan jasa
pemeliharaan, Biaya
pemeliharaan dan pajak
kendaraan perorangan
dinas atau kendaraan
dinas jabatan +
Persentase capaian sub
keg.
Pemeliharaan/rehabilitasi
gedung kantor dan
bangunan lainnya +
Persentase capaian sub
keg.
Pemeliharaan/rehabilitasi
Sarpras Gedung kantor
atau bangunan lainnya
dibagi 3

X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Rp
65.000.000

Rp
65.000.000

Rp
71.960.000

Rp
71.960.000

Rp
65.000.000

Rp
338.920.000

Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara secara
rutin/berkala

Unit 18 18 Rp
65.000.000

18 Rp
65.000.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
130.000.000

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya

Unit 0 0 Rp 0 0 Rp 0 13 Rp
71.960.000

16 Rp
71.960.000

16 Rp
65.000.000

16 Rp
208.920.000

X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Rp
123.700.000

Rp
106.005.000

Rp
50.000.000

Rp
535.300.000

Rp
102.246.000

Rp
917.251.000

Jumlah gedung kantor
yang terpelihara secara
rutin/berkala

Uniit 2 2 Rp
123.700.000

2 Rp
106.005.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
229.705.000

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Unit 0 0 Rp 0 0 Rp 0 2 Rp
50.000.000

3 Rp
535.300.000

2 Rp
102.246.000

2 Rp
687.546.000

X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Rp
10.800.000

Rp
10.800.000

Rp
14.040.000

Rp
14.490.000

Rp
10.800.000

Rp 60.930.000

Jumlah bulan
pemeliharaan secara
rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan
gedung kantor

Bulan 12 12 Rp
10.800.000

12 Rp
10.800.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 21.600.000

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
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Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Unit 0 0 Rp 0 0 Rp 0 69 Rp
14.040.000

69 Rp
14.490.000

69 Rp
10.800.000

69 Rp 39.330.000

1.2.
Meningkatnya
Swadaya
Masyarakat
dalam
Pembangunan
Berbasis
Masyarakat

Persentase swadaya
masyarakat dalam
pembangunan berbasis
masyarakat

Persen 7,61 8,08 8,55 9,02 9,49 10,00 10,00 (Anggaran swadaya
yang dikeluarkan oleh
masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan
sarana prasarana
kelurahan dibagi Dana
kelurahan (APBD) yang
digunakan untuk
pelaksanaan kegiatan
sarana prasarana
kelurahan ) x 100

02.13.03 PROGRAM
PENINGKATAN KERJA
SAMA DESA

Persentase ketercapaian
Fasilitasi Kerjasama TNI
dan kelurahan

Persen 16,67 33,33 Rp
1.065.014.000

50 Rp
1.250.618.000

66,67 Rp
1.448.947.000

83,33 Rp
557.400.000

100 Rp
1.240.847.000

100 Rp
5.562.826.000

(Jumlah kumulatif
kelurahan yg difasilitasi
pembangunan
sarprasnya oleh TNI s.d
thn n) / jumlah target
kelurahan terfasilitasi
(Selama periode
renstra) ) x 100%

2.13.03.2.01
Fasilitasi Kerja Sama antar
Desa

Persentase Fasilitasi
Kerja sama TNI dan
Kelurahan

Persen 11,11 11,11 Rp
1.065.014.000

11,11 Rp
1.250.618.000

11,11 Rp
1.448.947.000

11,11 Rp
557.400.000

11,11 Rp
1.240.847.000

66,67 Rp
5.562.826.000

(jumlah kelurahan yg
difasilitasi pembangunan
sarprasnya / jumlah
kelurahan kumuh (yg ada
sesuai SK) ) x 100%

2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama
Antar Desa dengan Pihak
Ketiga dalam
Kabupaten/Kota

Rp
1.065.014.000

Rp
1.250.618.000

Rp
1.448.947.000

Rp
557.400.000

Rp
1.240.847.000

Rp
5.562.826.000

Jumlah kelurahan yang
terfasilitasi kegiatan
TMMD

Kelurahan 3 3 Rp
965.014.000

3 Rp
1.150.618.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
2.115.632.000

Jumlah kelurahan yang
terfasilitasi kegiatan
Karya Bakti TNI

Kelurahan 1 1 Rp
100.000.000

1 Rp
100.000.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
200.000.000

Jumlah Dokumen Kerja
Sama Antar Desa
dengan Pihak Ketiga
dalam Kabupaten/Kota

Dokumen 0 0 Rp 0 0 Rp 0 5 Rp
1.448.947.000

4 Rp
557.400.000

4 Rp
1.240.847.000

4 Rp
3.247.194.000

02.13.04 PROGRAM
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA

Persentase kelurahan
dengan kriteria *cepat
berkembang*

Persen 51,85 55,56 Rp
58.630.000

59,26 Rp
51.997.000

85,51 Rp
56.020.000

88,89 Rp
32.528.000

92,59 Rp
50.922.000

92,59 Rp
250.097.000

(Jumlah Kelurahan
dengan kriteria "cepat
berkembang" / jumlah
seluruh kelurahan yang
ada) x 100%

2.13.04.2.01
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa

Persentase kinerja
administrasi kelurahan

Persen 100 100 Rp
58.630.000

100 Rp
51.997.000

100 Rp
56.020.000

100 Rp
32.528.000

100 Rp
50.922.000

100 Rp
250.097.000

(Jumlah kelurahan yang
tertib administrasi /
jumlah kelurahan
keseluruhan) x 100%

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM
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TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.



2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi
Perkembangan Desa
serta Lomba Desa dan
Kelurahan

Rp
58.630.000

Rp
51.997.000

Rp
56.020.000

Rp
32.528.000

Rp
50.922.000

Rp
250.097.000

Jumlah kelurahan yang
terpilih mendapat
penghargaan lomba
kelurahan

Kelurahan 3 3 Rp
42.500.000

3 Rp
40.147.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 82.647.000

Jumlah dokumen
evaluasi perkembangan
kelurahan yang disusun

Dokumen 1 1 Rp
16.130.000

1 Rp
11.850.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 27.980.000

Jumlah Dokumen Hasil
Evaluasi Perkembangan
Desa serta Lomba Desa
dan Kelurahan

Dokumen 0 0 Rp 0 0 Rp 0 2 Rp
56.020.000

2 Rp
32.528.000

2 Rp
50.922.000

2 Rp
139.470.000

02.13.05 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT

Persentase lembaga
kemasyarakatan yang
aktif dalam
pemberdayaan
masyarakat

Persen 95,97 96,16 Rp
803.854.000

96,35 Rp
811.775.000

97,68 Rp
1.175.061.000

97,75 Rp
696.116.000

97,82 Rp
648.324.000

97,82 Rp
4.135.130.000

(Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
aktif (LPM , BKM, RT,
RW, PKK, Posyandu
Kota, karang taruna
kota) / jumlah LKK (LPM
, BKM, RT, RW, PKK,
Posyandu kota, karang
taruna kota yang ada ) x
100%

2.13.05.2.01
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase lembaga
kemasyarakatan yang
terfasilitasi dalam
peningkatan kapasitas
dan diberdayakan

Persen 100 100 Rp
803.854.000

100 Rp
811.775.000

100 Rp
1.175.061.000

100 Rp
696.116.000

100 Rp
648.324.000

100 Rp
4.135.130.000

Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
terfasilitasi (LPM, BKM,
PKK) dibagi jumlah LKK
(LPM, BKM, PKK) yang
ada dikali 100 Lembaga
Kemasyarakatan
Kelurahan (2020) terdiri
dari : 1. LPM (27) 2. BKM
(27) 3. PKK (32) jumlah
88

2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan,
Pemberdayaan dan
Pendayagunaan
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM,
dan Karang Taruna),
Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

Rp
215.762.000

Rp
223.250.000

Rp
175.043.000

Rp
130.182.000

Rp
165.475.000

Rp
909.712.000

Jumlah laporan
pengolahan data
aplikasi jogotonggo
yang disusun

Dokumen 3 4 Rp
70.000.000

4 Rp
70.000.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
140.000.000

Jumlah dokumen
evaluasi pemberdayaan
LKK yang disusun

Dokumen 0 2 Rp
145.762.000

2 Rp
153.250.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
299.012.000

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
TUJUAN, SASARAN,
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TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.



Jumlah Dokumen Hasil
Penataan,
Pemberdayaan dan
Pendayagunaan
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum
Adat

Dokumen 0 0 Rp 0 0 Rp 0 2 Rp
175.043.000

1 Rp
130.182.000

1 Rp
165.475.000

1 Rp
470.700.000

2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM,
dan Karang Taruna),
Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

Rp
172.442.000

Rp
172.875.000

Rp
337.136.000

Rp
54.894.000

Rp
158.375.000

Rp
895.722.000

Jumlah kegiatan
pelatihan peningkatan
kapasitas fasilitator
pemberdayaan yang
dilaksanakan

Orang 1 1 Rp
14.442.000

1 Rp
14.875.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 29.317.000

Jumlah kegiatan
pelatihan peningkatan
kapasitas LKK yang
dilaksanakan

Orang 5 3 Rp
136.000.000

3 Rp
136.000.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
272.000.000

Jumlah kegiatan
pelatihan Kader
Pemberdayaan
Masyarakat yang
dilaksanakan

Orang 0 1 Rp
22.000.000

1 Rp
22.000.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 44.000.000

Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum
Adat yang Ditingkatkan
Kapasitasnya

Lembaga 0 0 Rp 0 0 Rp 0 3 Rp
337.136.000

1 Rp
54.894.000

1 Rp
158.375.000

1 Rp
550.405.000

2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah
Desa dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna

Rp
102.000.000

Rp
102.000.000

Rp
67.500.000

Rp
49.770.000

Rp
86.200.000

Rp
407.470.000

Jumlah inovator TTG Inovator 3 3 Rp
34.616.000

3 Rp
34.616.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 69.232.000

Jumlah kelurahan yang
terpilih mendapat
penghargaan lomba
stand gelar karya TTG

Kelurahan 3 3 Rp
67.384.000

3 Rp
67.384.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
134.768.000

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
TUJUAN, SASARAN,
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TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.



Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Pemerintah
Desa dalam
Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna

Laporan 0 0 Rp 0 0 Rp 0 1 Rp
67.500.000

1 Rp
49.770.000

1 Rp
86.200.000

1 Rp
203.470.000

2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti
Gotong Royong
Masyarakat

Rp
71.000.000

Rp
71.000.000

Rp
49.716.000

Rp
34.980.000

Rp
68.000.000

Rp
294.696.000

Jumlah kelurahan yang
terpilih menjadi
pelaksana terbaik
gotong royong
masyarakat

Kelurahan 3 3 Rp
71.000.000

3 Rp
71.000.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
142.000.000

Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Bulan Bhakti
Gotong Royong
Masyarakat

Laporan 0 0 Rp 0 0 Rp 0 1 Rp
49.716.000

1 Rp
34.980.000

1 Rp
68.000.000

1 Rp
152.696.000

2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak
PKK dalam
Penyelenggaraan
Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga

Rp
242.650.000

Rp
242.650.000

Rp
545.666.000

Rp
426.290.000

Rp
170.274.000

Rp
1.627.530.000

Jumlah TP PKK
Kelurahan binaan yang
dibina

TP PKK
Kelurahan

8 8 Rp 3.200.000 8 Rp 3.200.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 6.400.000

Jumlah kegiatan
pelatihan ketrampilan

Kali 1 0 Rp 0 1 Rp 3.750.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 3.750.000

Jumlah Kelompok Bank
Sampah yang
mendapat penghargaan
lomba Bank Sampah

Kelompok 0 4 Rp 8.500.000 4 Rp 8.500.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 17.000.000

Jumlah TP PKK
Kelurahan yang terpilih
mendapat penghargaan
Lomba Administrasi
PKK

TP PKK
Kelurahan

3 3 Rp 8.050.000 3 Rp 8.050.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 16.100.000

Jumlah TP PKK
Kelurahan yang terpilih
mendapat penghargaan
Lomba Hatinya PKK

TP PKK
Kelurahan

3 3 Rp 5.050.000 3 Rp 5.050.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 10.100.000

Jumlah TP PKK
Kelurahan yang terpilih
mendapat penghargaan
Lomba produk unggulan
One Village One
Product Innovation

TP PKK
Kelurahan

3 0 Rp 0 3 Rp 5.050.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 5.050.000

Jumlah TP PKK
Kelurahan yang terpilih
mendapat penghargaan
Lomba Beberan dan
Simulasi Pola Asuh

TP PKK
Kelurahan

3 3 Rp 7.100.000 3 Rp 7.100.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 14.200.000
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Jumlah Kelompok UP2K
PKK yang terpilih
mendapat penghargaan
Lomba UP2K PKK

TP PKK
Kelurahan

3 3 Rp 5.324.000 3 Rp 5.324.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 10.648.000

Jumlah Peserta
Pelatihan TP3 PKK

Kali 0 2 Rp 7.100.000 2 Rp 7.100.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 14.200.000

Jumlah bulan
terfasilitasinya kegiatan
TP PKK Kota
Pekalongan

Bulan 12 12 Rp
184.476.000

12 Rp
175.676.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
360.152.000

Jumlah kegiatan
pelatihan pembuatan
kerajinan dari limbah
plastik yang
dilaksanakan

Kali 0 1 Rp 5.750.000 1 Rp 5.750.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 11.500.000

Jumlah kegiatan Bintek
pengelolaan UP2K-PKK
yang dilaksanakan

Kali 0 1 Rp 8.100.000 1 Rp 8.100.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 16.200.000

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Tim
Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan
Gerakan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga

Dokumen 0 0 Rp 0 0 Rp 0 1 Rp
545.666.000

1 Rp
426.290.000

1 Rp
170.274.000

1 Rp
1.142.230.000

2. Optimalisasi
Pengarusutamaan
Gender

Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)

indeks 58,43 58,78 59,14 65,31 65,31 65,31 65,31 Release dari BPS

2.1.
Meningkatnya
Sumbangan
Pendapatan
Perempuan

Indeks sumbangan
pendapatan perempuan
dalam IDG

Indeks 28,50 28,51 28,51 28,56 28,56 28,56 28,56 Persentase sumbangan
pendapatan perempuan
pada tahun n (hasil rilis
BPS)

02.08.02 PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

Persentase kegiatan
perangkat daerah yang
sudah responsif gender

Persen 1,85 3,7 Rp
104.698.000

5,55 Rp
60.354.000

7,39 Rp
310.000.000

9,24 Rp
165.900.000

11,09 Rp
145.583.000

11,09 Rp
786.535.000

(Jumlah akumulasi sub
kegiatan yang responsif
gender pada tahun-n /
target seluruh sub
kegiatan yang akan di
responsifkan gender
(selama 5 tahun/ sampai
dengan 2026) ) x 100%

2.08.02.2.01
Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota

Persentase Sub Kegiatan
yang responsif gender

Persen 0 16,67 Rp
47.114.000

16,67 Rp 9.285.000 16,67 Rp
35.000.000

16,67 Rp
14.960.000

16,67 Rp
95.570.000

16,67 Rp
201.929.000

(Jumlah sub kegiatan
yang renponsif gender
pada tahun -n / target sub
kegiatan yang akan
diresponsifkan gender s.d
tahun 2026 ( 372 sub
kegiatan, 2 sub
kegiatan/OPD/tahun) ) x
100%

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN
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2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan
Sinkronisasi Perumusan
Kebijakan Pelaksanaan
PUG

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp
14.960.000

Rp 0 Rp 14.960.000

Jumlah Dokumen Hasill
Koordinasi dan
Sinkronisasi Perumusan
Kebijakan
Pengarustamaan
Gender (PUG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Dokumen 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 4 Rp
14.960.000

0 Rp 0 0 Rp 14.960.000

2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
PUG Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp
47.114.000

Rp 9.285.000 Rp 0 Rp 0 Rp
47.785.000

Rp
104.184.000

Jumlah Event Gender
Champions yang
dilaksanakan

kali 0 1 Rp
20.000.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 20.000.000

Jumlah dokumen PPRG
yang disusun

Dokumen 0 1 Rp
10.000.000

1 Rp 9.285.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 19.285.000

Jumlah kegiatan Bintek
penyusunan dokumen
yang responsif gender
yang dilaksanakan

Kali 0 1 Rp
17.114.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 17.114.000

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Pengarustamaan
Gender (PUG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Dokumen 0 1 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 4 Rp
47.785.000

4 Rp 47.785.000

2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG

Rp 0 Rp 0 Rp
35.000.000

Rp 0 Rp 0 Rp 35.000.000

Jumlah Perangkat
Daerah yang Mendapat
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan
Pengarustamaan
Gender (PUG)
Termasuk Perencaan
Pembangunan
Responsif Gender
(PPRG) Kewenangan
Kabupaten/Kota

Perangkat
Daerah

0 0 Rp 0 0 Rp 0 30 Rp
35.000.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 35.000.000

2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
PUG Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp
47.785.000

Rp 47.785.000
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Jumlah Dokumen Hasill
Koordinasi dan
Sinkronisasi Perumusan
Kebijakan
Pengarustamaan
Gender (PUG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Laporan 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 4 Rp
47.785.000

4 Rp 47.785.000

2.08.02.2.02
Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi pada
Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Persentase Organisasi
Kemasyarakatan/
Lembaga
Kemasyarakatan yang
mendapatkan sosialisasi/
advokasi Pemberdayaan
Perempuan

Persen 6,67 13,33 Rp
41.879.000

20 Rp
37.141.000

26,67 Rp
220.000.000

33,33 Rp
15.590.000

40 Rp
36.373.000

40 Rp
350.983.000

(Jumlah organisasi
kemasyarakatan/lembaga
kemasyarakatan yang
dilatih / jumlah seluruh
organisasi
kemasyarakatan/lembaga
kemasyarakatan) x 100%

2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi

Rp
41.879.000

Rp
37.141.000

Rp
220.000.000

Rp
15.590.000

Rp 0 Rp
314.610.000

Jumlah kegiatan
advokasi PUG yang
dilaksanakan

Kali 0 1 Rp
41.879.000

1 Rp
37.141.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 79.020.000

Jumlah Dokumen Hasil
Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan
di Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Dokumen 0 0 Rp 0 0 Rp 0 3 Rp
220.000.000

2 Rp
15.590.000

0 Rp 0 0 Rp
235.590.000

2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp
36.373.000

Rp 36.373.000

Jumlah SDM lembaga
masyarakat dan
perempuan yang
mendapatkan
sosialisasi tentang
pemberdayaan
perempuan bidang
politik, hukum, sosial,
ekonomi

Orang 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 50 Rp
36.373.000

50 Rp 36.373.000

2.08.02.2.03
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Persentase perangkat
daerah yang
melaksanakan kegiatan
dharma wanita

persen 50 100 Rp
15.705.000

100 Rp
13.928.000

100 Rp
20.000.000

100 Rp
120.390.000

100 Rp
13.640.000

100 Rp
183.663.000

Jumlah DWP yang
melaksanakan kegiatan /
Jumlah seluruh Dharma
wanita yang ada * 100%

2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan kepada
Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp 0 Rp 0 Rp
20.000.000

Rp
120.390.000

Rp 0 Rp
140.390.000

Jumlah Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan

Lembaga 0 0 Rp 0 0 Rp 0 1 Rp
20.000.000

1 Rp
120.390.000

0 Rp 0 0 Rp
140.390.000
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Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Mendapat Advokasi dan
Pendampingan

2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp
15.705.000

Rp
13.928.000

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 29.633.000

Jumlah monev Dharma
Wanita Persatuan Kota
Pekalongan

Kali 20 20 Rp
15.705.000

20 Rp
13.928.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 29.633.000

2.08.02.2.03.0007 Pendampingan
penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan
pemberdayaan
perempuan kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp
13.640.000

Rp 13.640.000

jumlah lembaga
penyedia layanan
pemberdayaan
perempuan yang
mendapatkan
pendampingan

Lembaga 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 1 Rp
13.640.000

1 Rp 13.640.000

02.08.03 PROGRAM
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

Rasio kekerasan
terhadap perempuan
(IKK Outcome)

Persen 23,99 23,99 Rp
281.896.000

23,99 Rp
65.837.000

15,01 Rp
81.308.000

15,01 Rp
78.062.000

15,01 Rp
100.313.000

15,01 Rp
607.416.000

(Jumlah perempuan
yang mengalami
kekerasan / jumlah
penduduk perempuan) x
100.000

2.08.03.2.01
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase ketercapaian
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan
Lingkup Daerah
Kabupaten / Kota

persen 100 100 Rp
56.476.000

100 Rp
30.000.000

100 Rp
20.000.000

100 Rp 9.770.000 100 Rp
28.639.000

100 Rp
144.885.000

Jumlah kegiatan
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan
dibagi target kegiatan
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan
dikali 100

2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan
Kegiatan Pencegahan
Kekerasan Terhadap
Perempuan Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota

Rp
56.476.000

Rp
30.000.000

Rp
20.000.000

Rp 9.770.000 Rp 0 Rp
116.246.000

Jumlah kegiatan
sosialisasi pencegahan
Kekerasan Terhadap
Perempuan (KTP) dan
Tindak Pidana
Perdagangan Orang
(TPPO) yang
dilaksanakan

kali 0 2 Rp
56.476.000

2 Rp
10.000.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 66.476.000

Jumlah Kegiatan Kelas
Pendidikan Keluarga
yang dilaksanakan

kali 0 0 Rp 0 1 Rp 5.000.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 5.000.000

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM
(OUTCOME),

KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN
KONDISI

AWAL
(2021)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

FORMULASITAHUN-1
(2022)

TAHUN-2
(2023)

TAHUN-3
(2024)

TAHUN-4
(2025)

TAHUN-5
(2026) KONDISI AKHIR

TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.



Jumlah Kegiatan Kelas
Persiapan Pranikah
yang dilaksanakan

kali 0 0 Rp 0 1 Rp 5.000.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 5.000.000

Jumlah Kegiatan
Sosialisasi Penanganan
Kasus Kekerasan
Berbasis Gender dan
Anak yang dilaksanakan

kali 0 0 Rp 0 3 Rp 5.000.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 5.000.000

Jumlah Kelurahan yang
mendapatkan
penghargaan Evaluasi
PATBM

0 0 Rp 0 3 Rp 5.000.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 5.000.000

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Dokumen 0 0 Rp 0 0 Rp 0 10 Rp
20.000.000

3 Rp 9.770.000 0 Rp 0 0 Rp 29.770.000

2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak
dalam pencegahan KTP
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp
28.639.000

Rp 28.639.000

Jumlah Kerjasama para
pihak dalam
pencegahan KTP
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Dokumen 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 3 Rp
28.639.000

3 Rp 28.639.000

2.08.03.2.02
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Persentase korban
kekerasan perempuan
yang terlayani (IKK
Output)

Persen 100 100 Rp
225.420.000

100 Rp
35.837.000

100 Rp
61.308.000

100 Rp
68.292.000

100 Rp
71.674.000

100 Rp
462.531.000

(Jumlah perempuan
korban kekerasan yang
ditangani / jumlah kasus
kekerasan pada
perempuan yang masuk
ke LPPAR) x 100%

2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp
225.420.000

Rp
35.837.000

Rp
61.308.000

Rp
68.292.000

Rp 0 Rp
390.857.000

Jumlah pendampingan
kasus kekerasan yang
dilaksanakan

Kali 27 50 Rp
99.780.000

35 Rp
22.500.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
122.280.000

Jumlah pemberian
konsultasi pengasuhan
anak dan permasalahan
keluarga

Kali 3 30 Rp
55.610.000

30 Rp 8.500.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 64.110.000

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM
(OUTCOME),

KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN
KONDISI

AWAL
(2021)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

FORMULASITAHUN-1
(2022)
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TAHUN-4
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TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.



Jumlah kegiatan Case
conference kasus
perempuan yang
dilaksanakan

Kali 0 48 Rp
34.944.000

48 Rp 4.837.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 39.781.000

Jumlah kegiatan FGD
manajemen kasus yang
dilaksanakan

Kali 0 1 Rp
17.583.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 17.583.000

Jumlah kegiatan
Advokasi PPKBM yang
dilaksanakan

Kali 0 1 Rp
17.503.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 17.503.000

Jumlah Layanan Tindak
Lanjut Pengaduan yang
Memerlukan Koordinasi
dan Sinkronisasi bagi
Perempuan Korban
Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Layanan 0 0 Rp 0 0 Rp 0 30 Rp
61.308.000

24 Rp
68.292.000

0 Rp 0 0 Rp
129.600.000

2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan
korban bagi Perempuan
Korban Kekerasan
Tingkat Kabupaten/Kota

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp
35.837.000

Rp 35.837.000

Jumlah Perempuan
Korban Kekerasan yang
mendapatkan
pendampingan korban
Tingkat Kabupaten/Kota

Orang 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 12 Rp
35.837.000

12 Rp 35.837.000

3. Optimalisasi
Pengarusutamaan
Hak Anak

Kategori Kota Layak
Anak

Kategori Madya Madya Madya Nindya Nindya Nindya Nindya Kategori penghargaan
hasil evaluasi Kab/Kota
Layak Anak pada tahun
n yang diberikan oleh
Kementrian PPPA

3.1.
Meningkatnya
Skor Kota
Layak anak

Skor Kota Layak Anak Skor 626,00 628,00 630,00 769,8 769,9 769,9 769,9 Skor KLA hasil evaluasi
Kemen PPPA RI

02.08.06 PROGRAM PEMENUHAN
HAK ANAK (PHA)

Persentase Dekela
(desa/kelurahan layak
anak)

Persen 25,93 29,63 Rp
322.429.000

33,33 Rp
266.001.000

40,74 Rp
277.022.000

48,15 Rp
215.615.000

55,56 Rp
275.744.000

55,56 Rp
1.356.811.000

(Jumlah akumulasi
kelurahan yang
mengikuti evaluasi
dekela / jumlah
kelurahan yang ada) x
100%

2.08.06.2.01
Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

Persentase SRA
(Sekolah Ramah Anak)

Persen 9,98 10,18 Rp
178.890.000

10,37 Rp
112.226.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
291.116.000

(Jumlah sekolah ramah
anak yang mengikuti
evaluasi / jumlah sekolah
ramah anak yang ada) x
100%

2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak
pada Lembaga
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha

Rp
178.890.000

Rp
112.226.000

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp
291.116.000

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM
(OUTCOME),

KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN
KONDISI

AWAL
(2021)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
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(2022)
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(2023)
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(2026) KONDISI AKHIR

TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.



Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah sekolah yang
terpilih mendapat
penghargaan SRA
Tingkat PAUD, SD,
SMP, SMA, atau
sederajat

Sekolah 12 12 Rp
23.865.000

12 Rp
20.865.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 44.730.000

Jumlah advokasi
kelurahan layak anak
yang dilaksanakan

Kelurahan 0 27 Rp
92.275.000

27 Rp
81.361.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp
173.636.000

Jumlah Lembaga APSAI
yang dibentuk

Lembaga 0 1 Rp
12.750.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 12.750.000

Jumlah Koordinasi
Program Kerja dengan
Lembaga APSAI yang
dilaksanakan

Kali 0 0 Rp 0 3 Rp
10.000.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 10.000.000

Jumlah dokumen RAD
Kota Layak Anak yang
disusun

Dokumen 0 1 Rp
50.000.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 50.000.000

2.08.06.2.02
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Persentase forum anak
yang aktif

Persen 3,13 9,38 Rp
143.539.000

15,63 Rp
153.775.000

28,13 Rp
277.022.000

34,38 Rp
215.615.000

40,63 Rp
275.744.000

40,63 Rp
1.065.695.000

(Jumlah forum anak yang
aktif / jumlah forum anak
se kota Pekalongan) x
100%

2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp
45.000.000

Rp
39.275.000

Rp
124.841.000

Rp
98.225.000

Rp
40.000.000

Rp
347.341.000

Jumlah kegiatan
pelatihan KHA yang
dilaksanakan

Orang 1 1 Rp
20.000.000

1 Rp
19.275.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 39.275.000

Jumlah kelompok
Posyandu yang terpilih
mendapat penghargaan
lomba Posyandu

Kelompok 0 4 Rp
25.000.000

4 Rp
20.000.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 45.000.000

Jumlah Anak yang
Mendapatkan Layanan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Orang 0 0 Rp 0 0 Rp 0 350 Rp
124.841.000

300 Rp
98.225.000

350 Rp
40.000.000

350 Rp
263.066.000

2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Rp
57.339.000

Rp
54.000.000

Rp
113.291.000

Rp
96.770.000

Rp
55.000.000

Rp
376.400.000

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM
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KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN (OUTPUT)
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Jumlah kegiatan
Pelatihan Forum Anak
yang dilaksanakan

Kali 1 1 Rp
36.500.000

1 Rp
35.500.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 72.000.000

Jumlah Festival Anak
yang dilaksanakan

Kali 0 1 Rp
20.839.000

1 Rp
18.500.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 39.339.000

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Dokumen 0 0 Rp 0 0 Rp 0 5 Rp
113.291.000

5 Rp
96.770.000

5 Rp
55.000.000

5 Rp
265.061.000

2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Rp
41.200.000

Rp
60.500.000

Rp
38.890.000

Rp
20.620.000

Rp
42.872.000

Rp
204.082.000

Jumlah kelompok GSIB
yang mendapat
penghargaan lomba
GSIB

Kelompok 4 0 Rp 0 4 Rp
20.000.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 20.000.000

Jumlah kegiatan
pelatihan kader
Ketahanan Keluarga
dan kader PATBM
tingkat Kelurahan yang
dilaksanakan

Kali 1 1 Rp
36.200.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 36.200.000

Jumlah kegiatan
pelatihan kader
Ketahanan Keluarga
tingkat Kelurahan yang
dilaksanakan

Kali 0 0 Rp 0 1 Rp
40.500.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 40.500.000

Jumlah dokumen perwal
ketahanan keluarga
yang disusun

Dokumen 0 1 Rp 5.000.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 5.000.000

Jumlah Dokumen Hasil
Penguatan Jejaring
Antar Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Dokumen 0 0 Rp 0 0 Rp 0 3 Rp
38.890.000

2 Rp
20.620.000

3 Rp
42.872.000

3 Rp
102.382.000

2.08.06.2.02.0006 Penguatan kerjasama
antar lembaga penyedia
layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp
55.000.000

Rp 55.000.000

Jumlah kerjasama antar
lembaga penyedia
layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak

Dokumen 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 5 Rp
55.000.000

5 Rp 55.000.000

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM
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Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi
penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp
42.872.000

Rp 42.872.000

Jumlah lembaga
penyedia layanan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak tingkat
provinsi yang
mendapatkan advokasi
dan sosialisasi
(lembaga pemerintah
dan non pemerintah)

Lembaga 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 2 Rp
42.872.000

2 Rp 42.872.000

2.08.06.2.02.0009 Pendampingan
penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp
40.000.000

Rp 40.000.000

Jumlah lembaga
penyedia layanan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
mendapatkan
pendampingan

Lembaga 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 2 Rp
40.000.000

2 Rp 40.000.000

02.08.07 PROGRAM
PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK

persentase pengaduan
kasus anak yang
terlayani

persen 0 100 Rp
293.146.000

100 Rp
43.978.000

100 Rp
135.558.000

100 Rp
69.644.000

100 Rp
72.870.000

100 Rp
615.196.000

jumlah pengaduan
kasus kekerasan anak
yang ditangani / jumlah
kasus kekerasan anak
yang masuk ke LPPAR *
100%

2.08.07.2.01
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase anak korban
kekerasan yang
ditangani instansi terkait
kabupaten/kota (IKK
Outcome)

persen 0 100 Rp
93.746.000

100 Rp 8.750.000 100 Rp
12.300.000

100 Rp 9.780.000 100 Rp
15.000.000

100 Rp
139.576.000

Jumlah anak (penduduk
usia < 18th) korban
kekerasan yang ditangani
/ Jumlah kasus
kekerasan pada anak
yang masuk ke LPPAR *
100%

2.08.07.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp
38.400.000

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 38.400.000

Jumlah pendampingan
kasus kekerasan
terhadap anak yang
dilaksanakan

Kali 19 41 Rp
15.375.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 15.375.000

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN
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Jumlah pemberian
konsultasi pengasuhan
anak dan permasalahan
keluarga

Kali 5 40 Rp
15.375.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 15.375.000

Jumlah kegiatan Case
conference kasus anak
yang dilaksanakan

Kali 0 36 Rp 7.650.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 7.650.000

2.08.07.2.01.0002 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pencegahan
Kekerasan terhadap Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp
55.346.000

Rp 8.750.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 64.096.000

Jumlah kegiatan
sosialisasi pencegahan
Kekerasan Terhadap
Anak (KTA) dan Tindak
Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) yang
dilaksanakan

kali 2 2 Rp
55.346.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 55.346.000

Jumlah Kegiatan
Advokasi PPKBM yang
dilaksanakan

kali 0 0 Rp 0 1 Rp 2.500.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 2.500.000

Jumlah Kegiatan
Pelatihan Program
Roots yang
dilaksanakan

kali 0 0 Rp 0 1 Rp 6.250.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 6.250.000

2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama
lintas perangkat daerah
untuk mewujudkan
kabupaten/kota layak
Anak, kecamatan layak
Anak, desa/kelurahan
layak Anak, dan DRPPA

Rp 0 Rp 0 Rp
12.300.000

Rp 9.780.000 Rp 0 Rp 22.080.000

Jumlah kegiatan
pencegahan KtA
terpadu

Kegiatan 0 0 Rp 0 0 Rp 0 1 Rp
12.300.000

1 Rp 9.780.000 0 Rp 0 0 Rp 22.080.000

2.08.07.2.01.0010 Peningkatan kapasitas
kepada SDM yang terkait
langsung pencegahan
KtA Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp
15.000.000

Rp 15.000.000

Jumlah SDM yang
mendapat Peningkatan
kapasitas pencegahan
KtA Kewenangan
Kab/Kota

Orang 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 35 Rp
15.000.000

35 Rp 15.000.000

2.08.07.2.02
Penyediaan Layanan bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase anak korban
kekerasan yang
ditangani instansi terkait
kabupaten / kota ( IKK
Outcome)

persen 0 100 Rp
125.400.000

100 Rp
22.728.000

100 Rp
57.468.000

100 Rp
53.232.000

100 Rp
46.450.000

100 Rp
305.278.000

Jumlah anak (penduduk
usia < 18th) korban
kekerasan yang ditangani
/ Jumlah kasus
kekerasan pada anak
yang masuk ke LPPAR *
100

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM
(OUTCOME),

KEGIATAN DAN SUB
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KONDISI
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TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
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TAHUN-3
(2024)
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(2025)
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TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.



2.08.07.2.02.0002 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Anak
yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp
125.400.000

Rp
22.728.000

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp
148.128.000

Jumlah kegiatan case
conference kasus anak
yang dilaksanakan

kali 0 12 Rp
33.150.000

48 Rp 2.750.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 35.900.000

Jumlah pemberian
konsultasi pengasuhan
anak dan permasalahan
keluarga yang
dilaksanakan

kali 0 6 Rp
22.500.000

35 Rp 5.500.000 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 28.000.000

Jumlah pendampingan
kasus kekerasan
terhadap anak yang
dilaksanakan

kali 0 10 Rp
69.750.000

25 Rp
14.478.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 84.228.000

2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan
Layanan AMPK

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp
53.232.000

Rp 0 Rp 53.232.000

Jumlah AMPK yang
mendapatkan layanan

Layanan 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 24 Rp
53.232.000

0 Rp 0 0 Rp 53.232.000

2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan
korban bagi Anak Korban
Kekerasan Tingkat
Kabupaten/Kota

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp
46.450.000

Rp 46.450.000

Jumlah Anak Korban
Kekerasan yang
mendapatkan
pendampingan korban
Tingkat Kabupaten/Kota

Orang 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 12 Rp
23.225.000

12 Rp 23.225.000

Jumlah Anak Korban
Kekerasan yang
mendapatkan
pendampingan korban
Tingkat Kabupaten/Kota

Orang 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 12 Rp
23.225.000

12 Rp 23.225.000

2.08.07.2.03
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase ketercapaian
penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan bagi
anak yang memerlukan
perlindungan khusus

persen 0 100 Rp
74.000.000

100 Rp
12.500.000

100 Rp 8.322.000 100 Rp 6.632.000 100 Rp
11.420.000

100 Rp
112.874.000

Jumlah kegiatan
penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan bagi
anak yang memerlukan
perlindungan khusus
dibagi target kegiatan
penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan bagi
anak yang memerlukan
perlindungan khusus
dikali 100

2.08.07.2.03.0002 Koordinasi dan
Sinkronisasi Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang

Rp
74.000.000

Rp
12.500.000

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 86.500.000
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SUB KEGIATAN
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Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan
pelatihan untuk
peningkatan kapasitas
SDM yang dilaksanakan

kali 0 1 Rp
74.000.000

4 Rp
12.500.000

0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 86.500.000

2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas
SDM lembaga penyedia
layanan perlindungan dan
penanganan bagi AMPK
tingkat daerah kabupaten/

Rp 0 Rp 0 Rp 8.322.000 Rp 6.632.000 Rp 0 Rp 14.954.000

Jumlah SDM Penyedia
Layanan yang terlatih
dan mendapatkan
sertifikat Perlindungan
dan Penanganan AMPK

Orang 0 0 Rp 0 0 Rp 0 50 Rp 8.322.000 25 Rp 6.632.000 0 Rp 0 0 Rp 14.954.000

2.08.07.2.03.0013 Peningkatan Kapasitas
lembaga penyedia
layanan bagi Anak yang
Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kotai

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp
11.420.000

Rp 11.420.000

jumlah SDM lembaga
penyedia layanan bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota yang
mendapatkan bimtek

Orang 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 25 Rp
11.420.000

25 Rp 11.420.000

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN
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